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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank.

a. Pengertian Bank.

Pengertian bank menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tempat atau lembaga yang menyimpan uang dan memberikan pinjaman.
)
Defenisi bank yang dikutip di bawah ini pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada perbedaan hanya tampak pada tugas atau usaha bank. Ada yang mendefenisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya  menghimpun uang dari pihak ketiga, sedangkan defenisi lain mengatakan bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Penulis lain mendefenisikan bank merupakan suatu badan usaha yang menciptakan kredit.
) Namun secara jelasnya, dilihat pengertian bank baik menurut peraturan  perundang - undangan maupun menurut para ahli :

1. Menurut Undang - Undang Perbankan.

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

2. Abdurracman, dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menyatakan :

”Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, penyimpanan barang-barang berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.”
) 

3. Sommary menyatakan ” Bank adalah suatu badan yang mengambil kredit.”
) 

Berpedoman kepada defenisi bank yang tersebut di atas maka penulis menyimpulkan bahwa ” Bank ” merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan memberikan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, jadi bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Bank mempunyai misi-misi tertentu antara lain :

a. Mendapatkan laba (profite motife)

b. Membuka lapangan kerja (employment)

c. Membantu pengembangan ekonomi nasional, daerah dan sebagainya.

b. Dasar Hukum

Landasan yuridis perbankan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 21 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN RI No. 182 Tahun 1998 Tentang Perbankan untuk selanjutnya  di sebut Undang - Undang Perbankan.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan ini muncul serangkaian ketentuan di bidang perbankan yakni :

1. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/Kep/Dir, Tentang Bank Umum, Tanggal 12 Mei 1999.

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/Kep/Dir, Tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, Tanggal 12 Mei 1999.

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Tanggal 12 Mei 1999.

4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir, Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Tanggal 12 Mei 1999.

5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Likuidasi Bank.

7. Undang - Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
) 

2. Tujuan dan Fungsi Bank
Secara umum tujuan Perbankan Indonesia menurut Pasal 4 UU Perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah kesejahteraan rakyat banyak. Selain itu tujuan Perbankan Indonesia adalah untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan yang berazaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan unsur - unsur Trilogi pembangunan.

Fungsi utama Perbankan Indonesia menurut Pasal 3 UU Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Secara khusus fungsi dari perbankan adalah antara lain :

1. Bank sebagai penerima kredit kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.

Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana – dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat

b.  Deposito berjangka.

c. Simpanan dalam bentuk rekening koran atau giro atas nama sipenyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

2. Bank sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.

3. Bank sabagai pemberi kredit kepada masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat melalui penciptaan uang bank.
) 

Reed, Cotter, Gill Smith dalam buku komersial Banking mengatakan bahwa perbankan khususnya bank - bank komersial (Bank Umum ) mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah pemberian jasa - jasa yang semakin meluas meliputi :

a. Pelayanan dan mekanisme pembayaran.

b. Menerima tabungan.

c. Memberi kredit.

d. Pelayanan dalam Fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri.

e. Penyimpanan barang - barang berharga hak milik

f. Trust Service (jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan, pengawasan)

3. Jenis – jenis Bank

Secara umum bank dapat dibedakan :

1. Dari segi Fungsinya :

a. Bank Sentral ( Central Bank ) bank yang dapat bertindak sebagai Bankers bank pimpinan penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.

b. Bank Umum ( Commercial Bank ), yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro,deposito dan tabungan yang dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor.

c. Bank Tabungan ( Saving Bank ), yaitu bank milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam bentuk kertas berharga.

d. Bank Pembangunan ( Developmeny Bank ), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

2. Dari segi kepemilikannya :

a. Bank milik Negara

b. Bank milik Pemerintah Daerah

c. Bank milik Swasta, baik swasta nasional maupun asing

d. Bank Koperasi

3. Dari segi penciptaan uang giral :

a. Bank Primer,yaitu Bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro, yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum.

b. Bank Sekunder, yaitu bank tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak pada bank sekunder adalah bank tabungan, bank pembangunan, yang sekarang ada di Indonesia adalah bank berupa Bank Perkreditan Rakyat. Semua bank tersebut tidak boleh menciptakan uang giral.
) 

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan , pemerintah melakukan penyederhanaan jenis bank menjadi dua jenis, yaitu :

1. Bank Umum

2. Bank Perkreditan Rakyat

Alasan pemerintah melakukan penyederhanaan jenis bank ini adalah agar perbakan nasional dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas. Selanjutnya dengan adanya pembagian ini diharapkan supaya bank dalam menghadapi globalisasi lebih cepat tanggap dan mampu untuk menyesuaikan usahanya dengan perkembangan tersebut sehingga tidak di perlukan lagi adanya bank – bank khusus seperti yang ada pada undang – undang lama.

Pengertian dari Bank Umum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU Perbankan  yaitu :

”Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu linas pembayaran.”

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) UU Perbankan yaitu :


”Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pemayaran.”

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit 

a. Pengertian Kredit.


Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth or faith). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.
)

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang, atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Undang - Undang Perbankan Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud dengan kredit adalah ” penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh mengenai perkreditan terlebih dahulu unsur - unsur dari kredit,yaitu :
) 

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang di berikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar - benar di terimanya kembali dalam jangka waktu yang akan datang.

2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Degree or risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari, semakin lama kredit di berikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, begitu pula sebaliknya.

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa namun karena kehidupan ekonomi moderen sekarang didasarkan kepada uang, maka transaksi – transaksi kredit yang menyangkut uang yang dijumpai dalam praktek perkreditan.

Bank pada prinsip dasarnya hanya boleh memberikan kredit kepada nasabahnya apabila menurut penelitian bank yang bersangkutan, nasabah tersebut akan mampu mengembalikan kredit tersebut pada waktu yang telah disepakati. Apabila unsur keamanan telah terpenuhi maka bank kemudian akan mengharapkan keuntungan dari kredit yang diberikan tersebut.

b. Perjanjian Kredit


Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVII Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank.


Yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah persetujuan pinjam meminjam secara tertulis antara bank ( sebagai kreditur ) dengan pihak lain sebagai debitur / nasabah dimana pihak bank menyatakan kesanggupannya menyediakan sejumlah uang yang dapat ditarik oleh nasabah dengan syarat – syarat yang ditentukan oleh bank dan disetujui oleh nasabah. Hal ini menunjukan bahwa perjanjian kredit dalam praktek tumbuh sebagai standar.12)

Bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya tidaklah sama disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk tertentu.

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi antara lain :13) 

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

2. Sebagai alat bukti mengenai batasan - batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjiannya diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :14)
a. Sepakat mereka mengikatkan diri.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikata.

c. Suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang halal.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo ada beberapa klausul yang selalu, dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya :15)
1. Syarat - syarat penarikan kredit pertama kali atau (predisbursement clause).

Kalusul ini menyangkut :

a. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.

b. Penyerahan barang jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.

c. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

2. Klausul mengenai maksimum kredit (amount clause).

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu :

a. Merupakan objek dari perjanjian kredit.

b. Merupakan batas kewajiban debitur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit.

c. Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi.

d. Merupan batas dikenakannya denda kelebihan tarik.

3. klausul mengenai jangka waktu kredit.

a. Merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewati jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih.

b. Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.

c. Suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan review atau analisis.

4. Klausul mengenai bunga pinjaman (interest clause)

a. Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang telah disepakati bersama.

b. Pengesahan pemungutan bunga di atas 6% per tahun.

5. Klausul mengenai barang agunan kredit, bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak.

6. Klausul asuransi (insurance clause), bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri.

7. Klausal mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (negative clause),adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur diantaranya adalah :

a. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank.

b. Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizin bank.

c. Larangan membubarkan perusahan tanpa seizin bank.

8. Tigger clause . Klausul ini mengatur sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berahir.

9. Klausul mengenai denda (penalty clause) dimaksudkan untuk mempertegas hak - hak bank untuk melakukan pengugatan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10. Expence clause, Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan dibebankan kepada nasabah.

11. Debet Autorization clause, Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur.

12. Representation and Warranties, Klausul ini sering juga disebut dengan istilah material adverse change clause.

13. Klausul ketaatan pada ketentuan bank, dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan tidak terdapat hal - hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu,maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum.

14. Miscellneoaus atau Boiler late Provision (pasal - pasal tambahan).

15. Dispute Settelment (Alternative Dispute Resolusiol). Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur (bila terjadi).

16. Pasal penutup, memuat eksemplar perjanjian kredit yang dimaksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

2. Fungsi kredit


fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :16) 

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya uang.

a. para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

b. Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga - lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan - perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru, seperti cek, bilyet giro, dan wesel maka dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kertal. Sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna peredaran uang.

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memperoses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang – barang dari satu tempat dan dan menjualnya ketempat lain.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha – usaha antara lain :

a. Pengendalian inflansi.

b. Peningkatan ekspor dan

c. Pemenuhan kebutuhan rakyat.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurang mampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek – proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek – proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek – proyek baru telah selesai maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga – tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank - bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan – perusahaan di dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

3. Jenis - jenis Kredit

1. Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia.


Dalam hal pembagian jenis kredit secara umum harus dibedakan antara kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia dengan kredit yang diberikan untuk masyarakat. Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia hanya diberikan kepada bank – bank yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia atau yang  diberikan langsung kepada pihak ketiga bukan bank. Sementara kredit yang diberikan untuk masyarakat adalah kredit yang diberikan oleh bank – bank umum, swasta, perkreditan yang ditujukan untuk masyarakat luas. Selanjutnya akan dapat dilihat perbedaanya secara lebih menditail.


Kredit yang diberikan oleh bank Indonesia untuk bank – bank lainnya, dapat dibagi menjadi dua kategori :

1. Kredit Langsung.

Kredit langsung adalah kredit yang diberikan secara langsung kepada pihak ketiga, bukan bank seperti pertamina, lembaga keuangan bukan bank, jawatan- jawatan dan sebagainya.
2. Kredit Likuiditas.

Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank, baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat, dan untuk pembiayaan lainnya.

Kredit likuiditas tersebut dibagi dalam dua golongan, yakni :

a. Kredit likuiditas gadai ulang, yaitu kredit yang diberikan kepada bank - bank oleh bank sentral agar bank dapat memperluas pemberian kreditnya. Sebagai jaminan oleh bank - bank tersebut, diberikan jaminan barang - barang para debitur dengan persetujuan yang bersangkutan.

b. Kredit likuiditas darurat, dibedakan dalam dua jenis pula :

1. Kredit likuiditas darurat umum, adalah kredit yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank - bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di luar kekuasaan bank.

2. kredit likuiditas khusus, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank - bank yang mengalami kesulitan dalam faktor- faktor interen.

2. Kredit Perbankan Untuk Masyarakat.

Selanjutnya akan dilihat jenis - jenis kredit yang dapat diberikan oleh bank untuk masyarakat pada umumnya. Dalam hal jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat ini dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :

A. Kredit Dilihat Dari Sudut Tujuannya.

Jika dilihat dari segi tujuannya, kredit dapat dibagi seperti berikut ini :

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya atau kebutuhan sehari - hari.

2. Kredit produktif :

a. Kredit infestasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pemberian modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin – mesin juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi atau pendirian proyek baru.

b.  Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persedian produk akhir, barang dalam proses produksi dan jangka waktunya berlaku pendek.

3. Kredit Perdagangan, terdiri dari :

a. Kredit perdagangan dalam negeri, digunakan untuk melakukan usaha – usaha perdagangan hanya untuk di dalam negeri.

b. Kredit perdagangan luar negeri, digunakan untuk melakukan usaha – usaha perdagangan di luar negeri.

B. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya.

Kredit jenis ini terdiri dari :

1. Kredit jangka pendek, (short term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun

2. Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu satu sampai tiga tahun.

3. Kredit jangka panjang (long term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya diberikan pada perusahaan yang akan mengadakan perluasan usaha pendirian proyek baru.

C. Kredit dilihat dari sudut jaminannya.

Kredit ini terdiri atas :

1. Kredit tanpa jaminan (unsecured loan), yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materil, agunan fisik, pemberianya sangatlah selektif dan di tujukan pada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas kejujuran dan ketaatanya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang di jalani.

2. Kredit dengan jaminan (secured loan), diberikan pada debitur selain di dasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan pada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat - alat produksi. Agunan sebagai jaminan tambahan dimaksudkan untuk memudahkan debitur wanprestasi dan bank segera dapat menerima pelunasan hutangnya melalui cara pelelangan atas agunan tersebut. Model kredit inilah yang banyak di praktekan.

D. Kredit Menurut Aktivitas Perputaran Usahanya menurut Muhammad Djumhana terbagi atas :

1. Kredit kecil, kredit yang diberikan pada pengusaha yang digolongkan pada pengusaha kecil.

2. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan pada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil.

3. Kredit besar, yaitu kredit yang diberikan yang ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur dimana dana yang tersedia dapat disebar tidak hanya pada satu perusahaan saja sehingga, pemberian kredit yang besar dilakukan dengan cara pembiayaan bersama. Cara pembiayaan bersama dapat dilakukan antar bank milik negara, antara bank milik negara dengan bank milik pemerintah daerah, antara bank milik negara dengan bank milik swasta atau bank asing.17) 

4. Jaminan dalam memberikan kredit.

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala pemikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUH Perdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 sampai dengan pasal 1149 (piutang yang diistimewakan), Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 (gadai).

Adanya jaminan kredit adalah karena bank ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat - syarat yang telah disetujui bersama. Dengan adanya jaminan bank merasa aman, sebab bila terjadi nasabahnya wanprestasi atau cidera janji atau tidak menepati janjinya untuk membayar hutang (mengembalikan kredit) tepat pada waktunya, bank masih dapat menutup piutang atau sisa tagihan, dengan mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah diikatkannya.

Dalam Undang - Undang Perbankan jelas terkandung secara tersirat dalam kalimat ”...keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur...”

Yang dimaksud dengan jaminan secara umum adalah sesuatu baik yang bersifat materil maupun inmateril yang diberikan oleh debitur kepada kreditur guna menimbulkan kepercayaan dan keyakinan oleh debitur tepat pada waktunya yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.18) 

Secara umum jaminan ini diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata selain itu masih ditemui ketentuan lainnya tentang jaminan, antara lain :

1. KUH Perdata Buku II titel XX dan XXI tentang gadai. Titel XIX tentang piutang yang diistimewakan.

2. Undang - undang Pokok Agraria Pasal 51 mengenai hak Tanggungan yang dapat dibedakan kepada hak milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan.

3. Undang - undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah.

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata kekayaan seseorang itu wujudnya beraneka ragam. Ada yang berupa benda bergerak atau benda tetap dan ada benda yang sudah ada serta benda yang akan ada kemudian hari. Namun dalam hukum perdata, yang penting adalah perbedaan benda bergerak dan benda tetap, karena perbedaan ini akan menentukan jenis lembaga jaminan atau bentuk pengikatan yang dapat dipasangkan untuk kredit yang akan diberikan nantinya.

Jenis jaminan kredit menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di negara terdiri dari :

1. Jaminan Perorangan.

Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah berupa jaminan pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban – kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggunan hutang yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1820 samapai dengan Pasal 1850 ( termasuk pasal 1316). Pasal 1820 KUH Perdata memberikan pengertian penanggungan hutang sebagai suatu persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan siberpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya siberhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditemukan unsur-unsur dalam suatu penanggungan hutang,yaitu :

a. Adanya hubungan hutang piutang (antara si berhutang dan si berpiutang).

b. Disepakatinya persetujuan penanggungan hutang dengan masuknya pihak ketiga (penanggung ).

c. Masuknya pihak ketiga dinyatakan dalam suatu persetujuan yang berisi kesanggupan penanggung untuk memenuhi perikatan debitur jika ia melakukan wanprestasi.

2. Jaminan kebendaan.

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahaan bagian dari harta kekayaan baik dari sidebitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban – kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).

Jika benda jaminan berupa benda bergerak maka atasnya dapat di pasangkan lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia (penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan). Tapi bila jaminan tersebut yang sering dipakai dalam perjanjian kredit adalah :

a. Gadai.

b. Hipotik

c. Fidusia

d. Hak Tanggungan.

Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu – persatu mengenai lembaga jaminan sebagai berikut :

a. Gadai

Gadai merupakan suatu bentuk lembaga jamina atas benda – benda bergerak, yang pengaturannya ditemui dalam Buku II XX Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata. Sedangkan mengenai defenisinya dapat ditemui dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut :

”Gadai adalah suatu hak yang  diperoleh debitur atas suatu barang bergerak, yang  diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur - kreditur lainnya terkecuali biaya - biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya - biaya mana yang harus didahulukan.”


Jadi gadai merupakan hak kebendaan, yang memberi jaminan dan bersifat accesoir, yaitu tambahan saja dan mengikuti perjanjian pokoknya berupa perjanjian peminjaman uang (perjanjian kredit).


Disamping bersifat accesoir, gadai juga tidak dapat dibagi - bagi dan tetap melekat atas seluruh bendannya, dengan arti sebagian pula dari hutangnya. Hak gadai tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil dari barang yang dipakai sebagai jaminan.

b. Hipotik
Hal ini diatur dalam Buku II XXI Pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata. Perumusan dari hipotik dapat dilihat dalam Pasal 1162 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

”Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas barang-barang tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan”.


Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, kalau berbicara mengenai hipotik maka tidak lepas dari Hukum Agraria, karena hak tanggungan dimana hak atas tanah dipakai sebagai jaminan suatu perikatan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah suatu lembaga jaminan dimana objek jaminannya adalah hak atas tanah - tanah tertentu, objek hipotik adalah benda tetap dan berdasarkan asas accessie termasuk segala sesuatu yang bersatu atau dipersatukan dengan tanah Pasal 1162, Pasal 1163 KUH Perdata.

Dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Dengan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak lagi memakai lembaga jaminan hipotik.


Objek hipotik berdasarkan Pasal 1162 KUH Perdata adalah benda tetap karena sifatnya, peruntukannya dan Undang-Undang. Dengan keluarnya Undang-Undang hak tanggungan, mestinya hipotik sebagai lembaga jaminan sudah tidak berlaku lagi. Namun ada benda yang lain yang tidak secara tegas-tegas di masukkan dalam kelompok benda tetap, tetapi lembaga jaminan yang disediakan oleh Undang-Undang atas benda itu adalah hipotik, yaitu kapal-kapal yang volumenya lebih dari 20 m3 Pasal 314 KUHD. Dengan demikian bahwa objek hipotik semula adalah benda tetap maupun kapal. Dengan keluarnya Undang-Undang hak tanggungan, maka ketentuan hipotik masih tetap berlaku dengan objeknya kapal dan kapal terbang.

c. Fidusia

Hal ini diatur dalam UU No.42 Tahun 1999, dalam Pasal 1 ayat (1) di sebutkan : Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 ayat (2) disebutkan :

” Jaminan Fidusia adaalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”


Dari pengertian di atas, tampak bahwa ciri khas dari fidusia bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia. Yang  dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, jaminan fidusia adalah merupakan perjanjian tambahan, dalam arti jika perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusia berakhir. Agar jaminan fidusia mendapatkan kepastian hukum, maka UU menentukan bahwa pembebanan benda dengan fidusia dibuat dengan akta Notaris yang memuat paling tidak :19)   

1. identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia.

2. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.

3. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

4. nilai penjamin, dan

5. nilai benda yang menjadi objek jaminan.

Dalam UU ini disebutkan, bahwa benda yang dibebani jaminan Fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 ayat 1). Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran Fiduisia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Pasal 14 ayat 1 ).

d. Hak Tanggungan.
Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Dalam arti bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggunan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada kreditur - kreditur yang lain. Kedudukan yang diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang - piutang negara menurut hukum yang berlaku.

Dalam undang - undang pokok Agraria yang ditunjuk sebagai hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. 

Pemberi dan pemegang Hak Tanggungan menurut undang - undang No.4 Tahun 1996 diatur dalam Pasal 8 yang menyebutkan pemberi Hak Tanggungan adalah perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan. Dalam pasal 9 di sebutkan pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu :20) 

1. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh pejabat Pembuat Akta tanah, yang didahului dengan perjanjian hutang piutang yang dijamin.

2. Tahap pendaftaran tanah oleh kantor pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.

Dalam pemberian Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir didalam  PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berbentuk akta otentik. Pembuatan SKMHT selain kepada notaris, ditugaskan juga kepada PPAT yang keberadaanya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka memudahkan pemberi pelayanan kepada pihak – pihak yang memerlukan.

Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikatan atau accesoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya.

Dalam hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditur lain, Hak Tanggungan yang menjaminnya karena hukum beralih pula kepada kreditur tersebut. Pencatatan peralihan Hak Tanggungan tersebut tidak memerlukan akta PPAT, tetapi cukup  didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin. Pencatatan peralihan itu dilakukan pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan.

Demikian juga Hak Tanggungan menjadi hapus karena hukum, apabila karena pelunasan atau sebab – sebab lain, piutang yang dijaminnya menjadi hapus, dalam hal ini pun pencatatan hapusnya Hak Tanggungan yang bersangkutan cukup didasarkan pada pernyataan tertulis dari kreditur bahwa piutang yang dijaminnya hapus.

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet atau Kredit Bermasalah

a. Pengertian Kredit Macet atau Kredit Bermasalah.

Ada berbagai defenisi mengenai kredit bermasalah atau kredit macet :21) 

a. kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar.

b. Kredit bermasalah ada kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.

c. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan.

d. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.

e. Kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung potensi untuk merugikan bank.

f. Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi menunggak dalam satu waktu tertentu.
b. Penggolongan Kredit Macet.

Penggolongan kualitas kredit menurut pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR yaitu  :22)
a. Lancar (pass), yaitu apabila memenuhi kriteria : 

1) Pembayaran angsuran Pokok dan atau bunga tepat dan 

2) Memiliki mutasi rekening yang aktif atau

3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai atau ( cash collateral)

b. Dalam perhatian khusus ( special mention ), yaitu apabila memenuhi kriteria :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari

2) Kadang – kadang terjadi cerukan atau 

3) Mutasi rekening relatif rendah atau

4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau

5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (substandard), yaitu apabila memenuhi kriteria :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari

2) Kadang – kadang terjadi cerukan atau 

3) Mutasi rekening relatif rendah atau

4) Terdapat pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari atau

5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau 

6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (duobtful)
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

2) Terjadi ( cerukan )adalah penarikan melebihi batas maksimal pemberian kredit atau.

3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari atau.

4) Terjadi kepailitan bunga atau.

5) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Kredit Macet

1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari atau.

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

Walaupun kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penelitian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada indikator tambahan yang ditentukan Bank Indonesia. Indikator tersebut pada dasarnya tetap memperhatikan apa yang disebut kolektibilitas, yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan di terimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat – surat berharga atau penanaman lain.

c. Gejala Kredit Macet

Munculnya kredit macet sering dimulai dengan berbagai indikasi dan gejala. Karena itu kredit macet dapat diibaratkan sebagai suatu penyakit yang perlu diwaspadai oleh dunia perbankan.

Ada beberapa sumber untuk melihat adanya gejala atau indikasi kredit bermasalah yaitu  :23)
A. Prilaku Rekening.

1. Saldo rekening sering mengalami overdraft.

2. Saldo giro rata – rata menurun.
3. Terjadi penurunan saldo secara mencolok.
4. Pembayaran angsuran maupun bunga tersendat – sendat.
5. Sering mengajukan permintaan penundaan pembayaran.
6. Mengajukan perpanjangan kredit.

B. Prilaku Laporan Keuangan.

1. Likuiditas menurun.

2. Perputaran piutang menurun.

3. Rasio piutang lancar terdapat aset total meningkat.

4. Piutang meningkat.

5. Perputaran persedian menurun.

6. Utang jangka panjang meningkat tajam.

C. Prilaku Kegiatan Bisnis.

1. Terlibat spekulasi bisnis.

2. Hubungan dengan bank semakin renggang.

3. Terjadi perselisihan diantara pengurus.

4. Perubahan mendadak dalam manajemen.

5. Nilai agunan menurun.

D. Prilaku Nasabah.

1. Kesehatan nasabah memburuk.

2. Membeli aktiva yang konsumtif.

E. Prilaku Makro Ekonomi.

1. Peraturan Pemerintah.

2. Resesi.

3. Bencana alam.

4. Dampak Kredit Macet

Kredit macet bagai manapun juga akan berdampak negatif baik secara mikro maupun makro.

1. Likuiditas

Likuiditas adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu juga bank. Likuiditas dapat dilihat dan dibaca dari posis neraca, yaitu aktiva lancar di bandingkan dengan hutang jangka pendek. Meskipun kredit tidak termasuk aktiva tetap, namun ia tidak dihitung sebagai pembanding dalam likuditas.

2. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemampuan ini dihitung dengan membagi seluruh aktiva dengan seluruh pasiva dalam neracanya. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank yang dapat mengalami likuidasi terhadap bank tersebut. Jika dalam likuidasi tersebut, ternyata bank tidak mamapu memenuhi kewajibannya, maka berarti solvabilitas bank tersebut juga manjadi berkurang.

3. Rentabilitas.

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit. Jika kredit lancar dan tidak bermasalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

4. Profitabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini  terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, yang dituangkan dalam rumus ROE (returnt on equity ) dan ROA ( returnt on assets ). Jika kredit tidak lancar, maka rentabilitasnnya menjadi kecil.

5. Bonafiditas.

Bonafiditas adalah kepercayaan yang daberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah merusak citra bank.

6. Tingkat kesehatan bank.

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuiditas.

7. Modal Bank.

Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka modal bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.
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